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ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  meningkatkan
pengetahuan tentang dampak hukum bagi
pelaku bullying dan kesadaran peserta didik serta
guru terhadap tindakan bullying di sekolah.
Sosialisasi dilakukan secara luring di SMAN 7
Kota Tangerang Selatan dengan metode survei,
melibatkan peserta didik dan guru. Melalui
presentasi dan diskusi, informasi disampaikan
secara langsung, dan data dikumpulkan
mengenai pengetahuan awal siswa tentang
dampak hukum bullying sebelum dan sesudah
sosialisasi. Hasil menunjukkan bahwa sebagian
besar siswa belum mengetahui bahwa tindakan
bullying oleh anak di bawah umur dapat
dipidanakan, meskipun perlakuan hukumnya
berbeda dengan pidana untuk orang dewasa.
Temuan ini menekankan pentingnya sosialisasi

hukum di sekolah untuk meningkatkan
pemahaman hukum terkait bullying, serta
perlunya edukasi berkelanjutan guna
memastikan kesadaran seluruh pihak di

lingkungan sekolah tentang dampak hukum dari
tindakan bullying, demi menciptakan lingkungan
belajar yang aman dan kondusif.
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PENDAHULUAN

Peristiwa bullying di Indonesia menjadi perhatian besar karena
dampaknya yang merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis.
Fenomena bullying yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan sudah
merambah dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan
konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang awal tahun 2024, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 141 laporan mengenai
kekerasan terhadap anak, dan 35 persen dari kasus tersebut terjadi di sekolah.
Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menyatakan bahwa bullying di lembaga
pendidikan dapat menyebabkan luka fisik dan psikis, trauma jangka panjang,
hingga kematian atau anak yang memilih mengakhiri hidupnya (Tempo, 11
Maret 2024). Di Indonesia, pada awal tahun 2024, tercatat 46 kasus di mana anak
mengakhiri hidupnya, dan dari jumlah tersebut, 48 persen terjadi di lingkungan
sekolah atau saat anak masih mengenakan seragam sekolah.

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kasus bullying di
Indonesia diantaranya adanya budaya dan norma sosial yang menganggap
bahwa bullying adalah sebagai hal yang biasa atau tidak serius,norma sosial ini
dapat membuat pelaku merasa dibenarkan dan korban merasa takut untuk
melapor. Sekolah seringkali menjadi tempat utama terjadinya bullying
kurangnya pengawasan dari guru, lingkungan yang tidak kondusif, serta sistem
disiplin yang lemah dapat memperparah situasi. Dengan meningkatnya
penggunaan media sosial, cyberbullying menjadi masalah yang semakin serius,
pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dan menyerang korban secara
anonym. Kurangnya Pendidikan dan pemahaman tentang bullying ,banyak
siswa, orang tua, dan bahkan guru yang kurang memahami apa itu bullying dan
bagaimana cara mengatasinya. Korban bullying seringkali tidak mendapatkan
dukungan psikologis yang memadai, baik dari keluarga, sekolah, maupun
pemerintah(Purba et al.,, 2024). Pelaku kasus bullying sering mengabaikan
konsekwensi hukum karena mengganggap bahwa itu termasuk dalam
kenakalan remaja yang tidak dapat di bawa keranah hukum namun undang
undang perlindungan anak menyatakan bahwa kasus bullying yang dilakukan
oleh anak di bawah umur dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum,
meskipun pendekatannya berbeda dibandingkan dengan pelaku yang sudah
dewasa(Herdiana, 2020).

Pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua harus terlibat aktif dalam
upaya pencegahan bullying. Menurut Humaira & Zalikha (2023), pencegahan ini
dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan
pemahaman tentang dampak berbahaya dari bullying. Usaha untuk menangani
bullying harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan
semua pihak terkait agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi
semua individu. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk
menangani kasus bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di
sekolah dan masyarakat. Maharani & Kholifah (2024) mengungkapkan bahwa
beberapa tindakan yang dapat diambil dalam penanganan bullying meliputi:
penyusunan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan kampanye dan penyuluhan,
pelatihan serta pengembangan kapasitas pendidik, penyediaan layanan
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konseling dan dukungan psikologis, serta pengembangan sistem pelaporan dan
penegakan hukum.

PELAKSANAAN DAN METODE
Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang bertajuk "Penyuluhan dan
Sosialisasi Stop Bullying dengan Tema Bullying dalam Perspektif Hukum"
dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Penyuluhan dan sosialisasi ini berlangsung di lapangan sekolah SMAN 7
Tangerang Selatan pada Sabtu, 2 September 2023. Kegiatan ini melibatkan mitra,
yaitu Kepala Sekolah SMAN 7 Tangsel, para Wakil Kepala Sekolah, serta Tim
Guru BK. Kepanitiaan terdiri dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi
Akuntansi, Prodi Manajemen, Fakultas Keguruan dan IImu Pendidikan, serta
dosen dari Prodi Magister Hukum, di antaranya Eni Suharti, SE., M.Akun, Dhea
Zatira, SE., MM, Dr. Hamdani, SE., MM., M.Pd., M.Ak, Dr. Upik Mutiara, SH.,
MH., Dr. Ahmad, SH., MH, Nizla Rohaya, SH., ML, dan Dr. Warsito, M.Si.
Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh dua mahasiswa, yaitu Ranti Imaniar
dan Rohullah. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah
penyuluhan dan sosialisasi kepada siswa-siswi SMAN 7 Kota Tangerang Selatan,
yang melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Survei: Tim PKM, dibantu oleh para mahasiswa,
melaksanakan survei di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan
dengan mewawancarai kepala sekolah.
2. Tahap Persiapan: Tim mengadakan koordinasi dan diskusi
terkait pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi
Stop Bullying.
3. Tahap Pelaksanaan: Tim PKM memberikan penyuluhan
dan sosialisasi secara langsung mengenai bullying dalam
perspektif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying merupakan salah satu jenis perilaku agresif, seperti ejekan,
hinaan, dan ancaman, yang sering kali berkembang menjadi tindakan kekerasan
(Wahyuni et al., 2022). Sementara itu, menurut Smith dan Thompson dalam
(Nurhayati et al., 2021), bullying adalah serangkaian perilaku yang dilakukan
dengan sengaja, menyebabkan cedera fisik dan psikologis pada korban. Di sisi
lain, Dewi et al. (2024) mendefinisikan bullying sebagai tindakan negatif yang
membuat seseorang merasa tidak nyaman, yang terjadi berulang kali karena
adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Bullying Di Indonesia
Menurut (Ramadhanti & Hidayat, 2022) Beberapa faktor yang
mempengaruhi terjadinya bullying di Indonesia antara lain:
1. Budaya dan Norma Sosial: Di beberapa lingkungan,

tindakan bullying dianggap sebagai hal yang biasa atau

tidak serius. Norma sosial ini dapat membuat pelaku

merasa dibenarkan dan korban merasa takut untuk

melapor.

448



Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)
Vol. 3, No. 8, August 2024: 445-454

. Lingkungan Sekolah: Sekolah seringkali menjadi tempat
utama terjadinya bullying. Faktor-faktor seperti
kurangnya pengawasan dari guru, lingkungan yang tidak
kondusif, serta sistem disiplin yang lemah dapat
memperparah situasi.

. Media Sosial: Dengan meningkatnya penggunaan media
sosial, cyberbullying menjadi masalah yang semakin
serius. Pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka
dan menyerang korban secara anonim.

. Kurangnya Pendidikan tentang Bullying: Banyak siswa,
orang tua, dan bahkan guru yang kurang memahami apa
itu bullying dan bagaimana cara mengatasinya.
Pendidikan yang lebih baik tentang dampak negatif
bullying dan cara mencegahnya sangat diperlukan.

. Kurangnya Dukungan Psikologis: Korban bullying
seringkali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang
memadai, baik dari keluarga, sekolah, maupun
pemerintah. Hal ini dapat memperburuk kondisi mental
mereka.

Kasus bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat
dihadapkan pada konsekuensi hukum, meskipun pendekatannya berbeda
dibandingkan dengan pelaku yang sudah dewasa(Perdana & Handoko, 2020).
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penanganan hukum

terhadap anak di bawah umur yang melakukan bullying :

1. Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Indonesia,
penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Undang-
undang ini menekankan pendekatan restoratif dan
rehabilitatif, bukan retributif, dengan tujuan utama untuk
melindungi dan mendidik anak.

2. Pertanggungjawaban Pidana. Anak di bawah umur yang
melakukan tindakan Dbullying dapat dikenakan
pertanggungjawaban pidana, namun proses hukumnya
berbeda dengan orang dewasa, proses peradilan anak
melibatkan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana) yang lebih menekankan pada penyelesaian di luar
pengadilan dan pemulihan bagi korban.

3. Sanksi dan Hukuman. Anak di bawah umur yang
terbukti melakukan bullying dapat dikenakan berbagai
bentuk sanksi, termasuk pembinaan di lembaga khusus,
pelayanan masyarakat, pengawasan oleh orang tua atau
wali, atau hukuman lain yang dianggap mendidik,
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hukuman penjara adalah opsi terakhir dan hanya dapat
dijatuhkan untuk kasus-kasus tertentu yang serius.

4. Peran Orang Tua dan Sekolah. Orang tua dan sekolah
memiliki peran penting dalam proses penanganan bullying
oleh anak di bawah umur, termasuk dalam upaya
rehabilitasi dan pembinaan,sekolah dapat bekerja sama
dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa
tindakan bullying ditangani secara tepat dan anak yang
terlibat mendapatkan bantuan yang diperlukan.

5. Dukungan Psikologis dan Sosial. Selain penanganan
hukum, anak yang melakukan bullying juga perlu
mendapatkan dukungan psikologis dan sosial untuk
mengatasi perilaku mereka dan mencegah tindakan serupa
di masa depan,program rehabilitasi dan konseling dapat
membantu anak memahami dampak dari tindakan mereka
dan belajar untuk berperilaku lebih positif.

Hukuman bagi anak yang melakukan bullying diatur dalam kerangka
hukum yang berbeda dengan orang dewasa, terutama karena pendekatan yang
digunakan lebih berfokus pada rehabilitasi dan edukasi daripada hukuman
retributif(Budi Rizki, 2021). Berikut adalah beberapa bentuk hukuman yang

dapat dikenakan pada anak yang melakukan bullying:

450

1. Diversi:

o Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana.

o Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang
restoratif, yang melibatkan korban, pelaku, dan
masyarakat untuk mencari solusi yang adil bagi semua
pihak.

2. Pembinaan di Lembaga Khusus:

o Anak yang melakukan bullying dapat ditempatkan di
lembaga pembinaan khusus untuk mendapatkan
pendidikan dan rehabilitasi.

o Tujuannya adalah untuk membantu anak memahami
kesalahan mereka dan mengembangkan perilaku yang
lebih baik.

3. Pelayanan Masyarakat:

o Anak dapat dikenakan hukuman berupa pelayanan
masyarakat, di mana mereka harus melakukan pekerjaan
sosial yang bermanfaat bagi komunitas.

o Ini bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab dan
empati kepada anak.

4. Pengawasan oleh Orang Tua atau Wali:

o Anak yang melakukan bullying dapat ditempatkan di
bawah pengawasan ketat orang tua atau wali mereka.
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o Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk
memastikan anak tersebut menjalani program rehabilitasi
dan menghindari perilaku bullying di masa depan.

5. Konseling dan Rehabilitasi:

o Anak yang melakukan bullying seringkali diwajibkan
untuk mengikuti sesi konseling psikologis untuk
memahami  dampak  perbuatan  mereka  dan
mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik.

o Rehabilitasi ini bisa mencakup terapi individu atau
kelompok, tergantung pada kebutuhan anak.

6. Hukuman di Sekolah:

o Sekolah dapat mengambil tindakan disipliner sesuai
dengan kebijakan mereka, seperti skorsing atau
pengeluaran sementara.

o Tindakan ini biasanya disertai dengan program
pembinaan atau konseling.

7. Hukuman Pidana:

o Sebagai langkah terakhir, anak dapat dikenakan
hukuman pidana, namun penjara adalah opsi terakhir
dan hanya untuk kasus yang sangat serius.

o Hukuman pidana untuk anak biasanya berbeda dengan
orang dewasa dan berfokus pada rehabilitasi.

Langkah-Langkah Penanganan Bullying Menurut (Nuraeni et al., 2023)
Adapaun langkah langkah penanganan bullying adalah sebagai berikut:

1. Edukasi dan Penyuluhan: Menyediakan pendidikan
yang lebih baik tentang bullying di sekolah-sekolah dan
komunitas.

2. Sistem Pelaporan yang Efektif: Mengembangkan sistem
pelaporan yang mudah dan anonim agar korban dan
saksi dapat melapor tanpa rasa takut.

3. Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan konseling
dan dukungan psikologis bagi korban bullying.

4. Hukuman yang Tegas: Memberikan hukuman yang tegas
bagi pelaku bullying untuk memberikan efek jera.

5. Kolaborasi antara Pihak Terkait: Kerjasama antara
sekolah, orang tua, pemerintah, dan lembaga non-
pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman
dan mendukung bagi anak-anak dan remaja

Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Survey ke SMAN 7 Kota Tangerang
selatan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, bersama dengan mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Tangerang, mengadakan survei di SMAN 7 Kota
Tangerang Selatan untuk menentukan tema yang akan diangkat dalam kegiatan
P5. Survei ini dilakukan melalui diskusi awal dengan kepala sekolah, wakil
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kepala sekolah, dan guru BK. Hasil dari survei ini akan digunakan oleh tim PKM
untuk menyusun rencana kegiatan yang mencakup perencanaan peralatan dan
materi yang akan disampaikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29
Januari 2024. Berikut adalah rincian kegiatan survei yang telah dilakukan.

Tahap Persiapan

Pada tanggal 3 Februari 2024, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
mengadakan koordinasi dengan pihak SMAN 7 Tangerang Selatan untuk
mendapatkan izin dalam menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi Stop
Bullying dengan tema bullying dalam perspektif hukum. Kegiatan ini
direncanakan untuk diselaraskan dengan program P5 dalam kegiatan siswa
SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Dokumentasi dari tahap koordinasi ini dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Tahap Persiapan Kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi Bull}./‘ing
dalam perspektif hukum

Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari Rabu, 7 Februari 2024, Tim Pengabdian Masyarakat
melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bertema "Bullying dalam Perspektif
Hukum" di SMAN 7 Tangerang Selatan. Kegiatan ini difasilitasi oleh kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru BK SMAN 7. Tim PKM terdiri dari
dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Tangerang, termasuk dari program studi Manajemen dan S1 Akuntansi seperti
Eni Suharti, SE., M.Akun, Dr. Hamdani, SE., MM., M.Ak, dan Dhea Zatira, SE.,
MM. Juga terlibat dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Dr. Warsito,
M.Si., serta dosen Magister Hukum dari program Pascasarjana, yaitu Dr. Upik
Mutiara, SH., MH., Dr. Ahmad, SH., MH, dan Nizla Rohaya, SH., LLM. Kegiatan
ini dihadiri oleh sekitar 300 guru dan siswa SMAN 7 Tangerang Selatan.
Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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; | g &
Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Stop Bullying

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bertema "Bullying dalam Perspektif
Hukum" di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari program
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan kolaborasi antara
fakultas di Universitas Muhammadiyah Tangerang, yaitu Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB), Program Pascasarjana, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Catur
Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (PTMA) serta
mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kasus bullying di lingkungan
sekolah, khususnya di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Edukasi mengenai
bullying dari perspektif hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada siswa dan guru tentang bahaya bullying. Acara penyuluhan dan
sosialisasi berjalan dengan lancar dan diikuti dengan antusiasme tinggi dari
siswa. Antusiasme ini menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya
memahami definisi bullying, dampaknya terhadap psikologi korban, dan fakta
bahwa tindakan bullying dapat dikenakan sanksi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan berkat kontribusi dan kerjasama dari
berbagai pihak terkait, yaitu pimpinan SMAN 7 Kota Tangerang, guru BK, para
guru, serta siswa-siswi SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Universitas
Muhammadiyah Tangerang juga berperan sebagai penyelenggara melalui
program Pengabdian Masyarakat yang dikoordinasikan oleh LP2M (Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
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